
Bagian C  Objek Pajak 

 
Final 

No Golongan Penerima  
Penghasilan 

Jumlah 
Penerima 

Penghasilan 

Jumlah  
Penghasilan Bruto 

(Rp) 

Jumlah  
Pajak Terutang 

(Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

29 
Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan 
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain 
Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus  

  
30 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI 
dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain 
yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah  

  
31 Jumlah Bagian C  

(Penjumlahan Angka 29 s.d 30)  

  
Bagian D  Lampiran   

a) Surat Setoran Pajak ____ lembar  
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 

DTP  
c) Surat Kuasa Khusus/Surat 

Keterangan Kematian  

 

d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak 
Penghasilan Tidak Final  

e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak 
Penghasilan Final  

f)  Formulir 1721  I   
(Disampaikan hanya pada Masa 
Pajak  Desember) 

 

g) Formulir 1721  II  
(Disampaikan hanya pada Masa Pajak 
terjadi perubahan Pegawai Tetap)  

h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang 
Tidak Wajib Menyampaikan SPT 
Tahunan PPh Badan (Disampaikan 
hanya pada Masa Pajak Desember)  

i)   

Bagian E  Pernyataan dan Tanda Tangan 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta 
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Diisi oleh Petugas 

  

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)           Kuasa Wajib Pajak  

Nama   

                          

NPWP        

            

- 

       

SPT Masa Diterima: 

 

Langsung dari WP 

   

Melalui Pos 

 

Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy)   

____/____/_____ 

Tanggal (dd/mm/yyyy) 

   

___/___/_____ 

Tanda Tangan 

  

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

 

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang 
diterima oleh:

 

1.

 

Pegawai tetap.

 

2.

 

Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

 

3.

 

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

 

4.

 

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak 
dibayarkan secara bulanan.

 

5.

 

Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.

 

6.

 

Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

 

7.

 

Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.

 

8.

 

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau 
imbalan yang bersifat tidak teratur.

 

9.

 

Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

 

10.

 

Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

 

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

  

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI 
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, 
penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara 
berkesinambungan.

 

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan 
tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik 
suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

  

BIAYA JABATAN 
Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

 

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

 

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

  

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

 

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 
sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut 
diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

  

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

 

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang 
lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 
yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

 

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).
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